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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Berita Acara Pemeriksaan
1. Pengertian Berita Acara Pemeriksaan
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah suatu dokumen resmi yang mendokumentasikan semua peristiwa yang terjadi selama proses penyidikan, khususnya terkait dengan kegiatan pemeriksaan di tingkat penyidikan. Dokumen ini merangkum segala bentuk pemeriksaan, termasuk terhadap tersangka, saksi, saksi ahli, dan mencatat penghentian penyidikan. Dalam konteks peradilan pidana, BAP memiliki peran sentral dalam proses pembuktian dan menjadi landasan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan.[footnoteRef:1] [1: Marwan Effendi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, (2020), hlm. 28.] 

Pengertian lain terkait berita acara pemeriksaan adalah sebuah dokumen catatan atau tulisan yang bersifat autentik, disusun dalam bentuk sedemikian rupa oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan tersangka, saksi atau keterangan ahli, yang terkandung tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menjelaskan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara pidana.[footnoteRef:2] [2: Jonaedi Efendi, dkk, Kamus Istilah Hukum Populer, Kencana, Jakarta, (2019), hlm. 85.] 

Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi menjadi inti dari informasi yang terdokumentasi dalam BAP. Saat penyidik melakukan pemeriksaan, setiap jawaban, tanggapan, dan reaksi pihak yang diperiksa tercatat dengan teliti. Proses ini mencakup segala hal, dari pertanyaan umum hingga pertanyaan yang lebih rinci sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan. Bahkan pemeriksaan terhadap saksi ahli dan catatan penghentian penyidikan juga termasuk dalam cakupan BAP.[footnoteRef:3] [3: Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, (2016), hlm. 17.] 

BAP ini merupakan bentuk prosedur lisan yang diadopsi oleh HIR dan berlanjut hingga saat ini. BAP disusun oleh penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang melakukan penyidikan. BAP tersebut harus mendapat persetujuan dengan tanda tangan tersangka, saksi atau ahli yang diperiksa pada saat berita acara pemeriksaan dibuat. BAP merupakan alat bukti dan keyakinan penyidik terhadap kesalahan tersangka.[footnoteRef:4] [4: Erick Malombeke, dkk, Op.Cit., hlm. 141.] 

Berita acara pemeriksaan sendiri diatur dalam Pasal 75 KUHAP yang berbunyi:
1) Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
a) Pemeriksaan Tersangka;
b) Penangkapan;
c) Penahanan;
d) Penggeledahan;
e) Pemasukan rumah;
f) Penyitaan benda;
g) Pemeriksaan surat;
h) Pemeriksaan saksi;
i) Pemeriksaan di tempat kejadian;
j) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
k) Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. 
2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. 
3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Agar acara pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berita acara pemeriksaan harus memuat: keadaan pada waktu terjadinya tindak pidana, jenis tindak pidana yang dilakukan harus dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan, misalnya. pembunuhan atau pencurian atau penggelapan atau penyerangan dan sebagainya, waktu terjadinya tindak pidana tersebut, misalnya waktu, waktu siang atau malam, hari, bulan dan tahun, tempat terjadinya kejahatan, alat bukti dan bukti-bukti yang melibatkan terdakwa sehubungan dengan kejahatan tersebut.[footnoteRef:5] [5: M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 137-138.] 

2. Macam-Macam Berita Acara Pemeriksaan
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana, memainkan peran utama dalam mencatat setiap tahap pemeriksaan yang berkaitan dengan penyidikan. Dalam hal ini, terdapat beberapa jenis BAP yang memiliki peran khusus sesuai dengan subjek pemeriksaan, yaitu:[footnoteRef:6] [6: Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, (2022), hlm. 23.] 

a. BAP Pemeriksaan Tersangka: Berita Acara Pemeriksaan ini memiliki fokus pada hasil pemeriksaan terhadap tersangka, individu yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Isinya mencakup keterangan yang diwajibkan diberikan oleh tersangka sesuai dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang. Prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam proses ini adalah bahwa keterangan diberikan secara sukarela tanpa adanya tekanan. Pemeriksaan tersangka menjadi landasan untuk mengembangkan dakwaan dan memastikan keadilan dalam persidangan. 
b. BAP Pemeriksaan Saksi: Berita Acara Pemeriksaan ini menjadi catatan keterangan dari saksi yang memiliki informasi terkait tindak pidana yang sedang diselidiki. Keterangan saksi dianggap sebagai sumber informasi penting yang dapat mendukung atau meragukan dakwaan. Pemeriksaan saksi mencatat pernyataan, tanggapan, dan jawaban saksi, memberikan gambaran lengkap tentang perspektif mereka terhadap peristiwa yang sedang diinvestigasi.
c. BAP Pemeriksaan Saksi Ahli: Berita Acara Pemeriksaan ini mencatat hasil pemeriksaan terhadap saksi ahli yang memberikan pendapat atau analisis mendalam terkait dengan aspek-aspek tertentu dalam tindak pidana yang diselidiki. Saksi ahli memiliki peran khusus dalam memberikan pandangan profesional dan teknisnya, memberikan penjelasan yang lebih dalam terkait dengan fakta-fakta teknis atau ilmiah yang menjadi bagian dari penyidikan.
d. BAP Penghentian Penyidikan: Berita Acara Pemeriksaan ini menjadi catatan kritis yang mencatat alasan dan faktor-faktor yang menjadi dasar penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan jika tidak ditemukan cukup bukti atau jika tindak pidana yang diduga tidak dapat terbukti. BAP ini memberikan transparansi terhadap keputusan hukum dan menjelaskan mengapa penyidikan tidak dapat dilanjutkan.

Dengan memiliki jenis BAP yang berbeda sesuai dengan subjek pemeriksaan, sistem peradilan pidana dapat memastikan bahwa setiap aspek penyidikan terdokumentasi dengan baik. Keterlibatan BAP Pemeriksaan Tersangka, Saksi, Saksi Ahli, dan BAP Penghentian Penyidikan menciptakan landasan yang kuat untuk memastikan keberlanjutan proses hukum yang adil dan berintegritas. Artinya, setiap tahap dalam penyidikan, dari pemeriksaan tersangka hingga penghentian penyidikan, terekam dengan teliti dalam BAP, memberikan gambaran lengkap dan objektif untuk menjadi landasan keputusan dalam persidangan.
B. Tinjauan Umum Pembuktian Dalam Perkara Pidana
1. Pengertian Pembuktian Dalam Perkara Pidana
Pengertian pembuktian dalam perkara pidana melibatkan interpretasi makna kata "pembuktian" yang berasal dari kata dasar "bukti". Secara etimologis, pembuktian menggambarkan suatu proses perbuatan atau cara untuk membuktikan kebenaran suatu kejadian. Seperangkat prinsip hukum yang mengatur pembuktian, yang mencakup segala proses yang menggunakan bukti yang sah dan prosedur khusus untuk mengetahui fakta-fakta yang sah di persidangan, sistem yang digunakan dalam pembuktian, syarat-syarat dan prosedur untuk mengajukan bukti, dan kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai bukti.[footnoteRef:7] [7: Ali Imron dan Muhamad Iqbal, Hukum Pembuktian, UMPAM Press, Tangerang Selatan, (2023), hlm. 19.] 

Kemudian menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang memuat penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diperbolehkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian dipahami juga sebagai ketentuan yang memuat alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.[footnoteRef:8] [8: M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 21.] 

Dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia, pembuktian menjadi elemen integral dalam pencarian kebenaran materiil selama proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang adopsi oleh Indonesia memberikan kepercayaan kepada hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya peran hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan bukti yang diperoleh selama persidangan. Pentingnya pembuktian juga terkait dengan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat mencakup aspek keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas, di mana pelaku tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya tujuan tersebut.[footnoteRef:9] Sementara itu, kepentingan terdakwa menuntut perlakuan yang adil sesuai dengan asas Presumption of Innocence, di mana hukuman yang diterima seimbang dengan kesalahan yang dibuktikan. Beberapa ahli hukum memberikan definisi yang menguraikan makna kata membuktikan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa membuktikan secara yuridis berarti memberikan dasar-dasar yang memadai kepada hakim untuk memberikan kepastian terkait kebenaran peristiwa yang diajukan. Di sisi lain, Subekti menyatakan bahwa membuktikan merupakan meyakinkan hakim terkait kebenaran dalil atau dalil-dalil yang disampaikan dalam suatu persengketaan.[footnoteRef:10] [9: Ibid., hlm. 36. ]  [10: Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, (2025), hlm. 1-2.] 

Dengan demikian, pembuktian dalam konteks hukum acara pidana melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan untuk menjelaskan kedudukan hukum para pihak, mengacu pada dalil-dalil yang dikemukakan, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tentang kebenaran peristiwa dan menentukan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hukum pembuktian sebagai bagian dari hukum acara pidana juga mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur penggunaan alat-alat bukti yang sah menurut undangundang, sistem pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.[footnoteRef:11] [11: Alifitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana,Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, (2021), hlm. 21.] 

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memaparkan definisi eksplisit terkait pembuktian, namun perannya yang sentral dalam proses peradilan pidana menunjukkan kompleksitas dan krusialnya dalam mencapai keadilan.
2. Prinsip-Prinsip Pembuktian Pidana
Prinsip-prinsip pembuktian dalam perkara pidana, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjadi landasan integral dalam menentukan kebenaran dan keadilan di dalam proses peradilan. Pasal 184 KUHAP mengatur beberapa prinsip yang membimbing jalannya pembuktian pidana, yang melibatkan berbagai elemen bukti seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Beberapa prinsip tersebut memiliki dampak signifikan terhadap proses hukum yang berlangsung di persidangan.[footnoteRef:12] [12: Hari Sasangka dan Liliy Rosita, Op.Cit., hlm. 34.] 

a. Prinsip notoke feiten, yang dikenal dengan istilah “notoke feiten”, menggambarkan bahwa hal-hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu lagi dibuktikan atau disebut sebagai fakta yang meyakinkan. Prinsip ini dibagi menjadi dua golongan: pertama, sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum, dan kedua, sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selalu mengakibatkan suatu hal atau selalu merupakan kesimpulan tertentu. Prinsip ini memberikan dasar kuat untuk menghindari pembuktian yang redundan terkait dengan faktafakta yang sudah menjadi pengetahuan umum.[footnoteRef:13] [13: Ibid. ] 

b. Prinsip Kewajiban seorang saksi, prinsip ini yang diatur oleh Pasal 159 ayat (2) KUHAP. Prinsip ini menegaskan bahwa saksi yang dipanggil ke sidang pengadilan memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan. Menolak kewajiban tersebut dapat berakibat pada penerapan pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal serupa berlaku pula bagi ahli yang memerlukan panggilan sebagai saksi.[footnoteRef:14] [14: Ibid.] 

c. Prinsip “unus testis nulus testis”, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Prinsip ini menyatakan bahwa “keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali dalam pemeriksaan cepat di mana keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah”. Ini mengindikasikan perlunya kehati-hatian dan kecermatan dalam menilai kekuatan pembuktian.[footnoteRef:15] [15: Ibid.] 

d. Prinsip bahwa pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yang ditegaskan oleh Pasal 189 ayat (4) KUHAP, adalah bahwa pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Meskipun terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, pembuktian harus tetap disertai dengan alat bukti lain. Prinsip ini berfungsi sebagai pengingat bahwa pengakuan terdakwa tidak dapat menjadi satu-satunya dasar pembuktian.[footnoteRef:16] [16: Ibid. ] 

e. Prinsip bahwa keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri diatur oleh Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Prinsip ini menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak dapat dipergunakan untuk menjerat terdakwa lain dalam perkara yang sama. Ini memberikan perlindungan hukum terhadap pernyataan terdakwa yang tidak dapat disalahgunakan untuk merugikan pihak lain.[footnoteRef:17] [17: Ibid.  ] 

Dengan demikian, prinsip-prinsip pembuktian pidana yang terdapat dalam KUHAP mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan dan kebenaran di dalam sistem peradilan. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan yang jelas dan adil bagi pihak yang terlibat dalam proses hukum, menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat.
C. Tinjaun Umum Alat Bukti
1. Pengertian Alat Bukti
Menurut Soebekti, bukti merupakan sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran sesuatu dalil atau pendirian. Alat bukti/ alat pembuktian/ upaya pembuktian/ bewijsmiddel merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil seseorang di muka pengadilan.[footnoteRef:18] Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti “berarti memberi dasar-dasar yang memadai kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan demi memberi kepastian atas kebenaran peristiwa yang diajukan”.[footnoteRef:19] [18: Koesparmono Irsan dan Armansyah, Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Gramata Publishing, Bekasi, (2020), hlm. 172.]  [19: Ibid. ] 

Alat bukti juga dapat diartikan sebagai segala hal yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti yang ada, mampu dipergunakan menjadi bahan pembuktian guna membangun keyakinan hakim terhadap kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Kemudian alat bukti ini diajukan oleh penuntut umu dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannnya dan terdakwa atau penasihat hukum jikamana ada alat bukti yang berupa meringankan, atau membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum.[footnoteRef:20] [20: Alifitra, Op.Cit., hlm. 23.] 

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdapat lima jenis alat bukti yang diakui sebagai sah. Pertama, keterangan saksi, yang merujuk pada kesaksian lisan individu di persidangan setelah mengucapkan sumpah. Kedua, keterangan ahli, yang melibatkan pendapat individu yang memiliki keahlian khusus terkait dengan fakta yang diperlukan untuk menjelaskan suatu perkara. Ketiga, surat, mencakup berbagai jenis dokumen resmi, laporan, atau keterangan tertulis yang dapat mendukung atau membantah klaim dalam persidangan. Keempat, petunjuk, yang mencakup perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan terjadinya tindak pidana dan identitas pelakunya. Kelima, keterangan terdakwa, yang mencakup semua pernyataan yang diberikan oleh terdakwa, baik itu berupa pengakuan, penyangkalan, atau pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.[footnoteRef:21] [21: Rahman Amin, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata, Deepublish, Yogyakarta, (2025), hlm. 90-114.] 

2. Macam-Macam Alat Bukti
Menurut hukum acara pidana Indonesia, dalam Pasal 184 KUHAP memetakan lima macam alat bukti yang dijelaskan secara terperinci. Kelima jenis alat bukti tersebut memberikan kerangka kerja yang sangat penting dalam memastikan pembuktian suatu perkara pidana. Berikut ialah macam-macam alat bukti yang tercakup dalam Pasal 184 KUHAP:[footnoteRef:22] [22: Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, (2025), hlm.114-118.] 

a. Keterangan Saksi: Keterangan saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti yang diperoleh dari keterangan lisan seseorang di hadapan persidangan. Saksi diharapkan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu, menandakan seriusnya tanggung jawab yang diemban. Kemampuan hakim untuk memanfaatkan satu keterangan saksi sebagai alat bukti dalam pemeriksaan cepat menunjukkan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi keberagaman situasi persidangan.
b. Keterangan Ahli: Keterangan ahli menjadi penting dalam menyoroti aspek keahlian khusus yang dapat mencerahkan suatu perkara pidana. Individu yang memberikan keterangan ahli diharapkan memiliki pengetahuan atau keahlian tertentu yang dapat membantu memahami atau menerangkan aspek-aspek teknis dalam kasus tersebut. Pemberian keterangan ahli dapat dilakukan secara resmi pada tahap penyidikan atau penuntutan, menambah dimensi keilmuan dalam proses peradilan.
c. Surat: Pasal 187 KUHAP mengatur penggunaan surat sebagai alat bukti. Ini melibatkan berbagai jenis surat, termasuk berita acara dan surat lain yang dibuat oleh pejabat umum berwenang. Pentingnya surat dalam proses peradilan pidana ditekankan, dan peraturan mengenai surat mencakup ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Surat juga dapat mencakup surat keterangan dari ahli, memberikan legitimasi dan kekuatan tambahan bagi bukti yang disajikan.
d. Petunjuk: Petunjuk sebagai alat bukti mencakup perbuatan, kejadian, atau keadaan yang memberikan indikasi terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. Keunikan petunjuk adalah bahwa ia hanya dapat diperoleh melalui keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Ini menekankan pentingnya berbagai unsur bukti yang dapat memberikan petunjuk kepada hakim untuk membentuk keyakinan mereka.
e. Keterangan Terdakwa: Keterangan terdakwa mencakup semua informasi yang diberikan oleh terdakwa, termasuk penyangkalan, pengakuan, atau pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Penekanan pada keterangan terdakwa menunjukkan bahwa pengadilan memberikan nilai pada pandangan langsung dari pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut.

3. Kedudukan Alat Bukti
Kedudukan alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia, sebagaimana diatur oleh Pasal 184 KUHAP, menempatkan berbagai elemen bukti seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai dasar yang sah untuk proses pembuktian dalam persidangan. Ketentuan ini menggambarkan pentingnya peran alat bukti dalam menentukan keputusan hukum. Pasal 184 KUHAP memberikan jaminan bahwa hakim dapat menggunakan kelima jenis alat bukti tersebut sebagai landasan pembuktian di pengadilan. Keterangan saksi, yang berupa keterangan lisan di hadapan persidangan, menjadi salah satu elemen utama yang dapat memberikan gambaran langsung tentang peristiwa pidana yang sedang dibahas.[footnoteRef:23] [23: Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, (2020), hlm. 23.] 

Ahli, dengan keahlian khususnya, memberikan wawasan mendalam yang dapat membantu dalam memahami aspekaspek teknis atau ilmiah dari suatu perkara. Surat, baik yang dibuat oleh pejabat umum atau sesuai dengan peraturan perundang undangan, memberikan landasan tertulis yang dapat dijadikan referensi dalam pembuktian. Sementara itu, petunjuk yang mencakup perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan tindak pidana dan siapa pelakunya, memberikan dimensi tambahan dalam proses pembuktian. Selain itu, keterangan terdakwa juga diakui sebagai alat bukti yang dapat merinci penyangkalan, pengakuan, atau pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan yang terkait dengan perkara.
Dalam menilai kekuatan pembuktian, hakim memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kesaksamaan dan kecermatan alat bukti yang diajukan. Keputusan hakim, selain didasarkan pada prinsipprinsip hukum dan aturan acara, juga dipengaruhi oleh hati nurani. Ini mencerminkan pendekatan holistik terhadap proses peradilan, di mana aspek-aspek teknis dan moralitas bersama-sama memainkan peran penting. Dengan demikian, Pasal 184 KUHAP memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa alat bukti diperlakukan secara adil dan bijaksana dalam proses peradilan pidana. Kedudukan alat bukti tidak hanya sebagai alat pembuktian formal, tetapi juga sebagai elemen integral dalam mencapai keadilan dan kebenaran di dalam ruang sidang. Dengan demikian, hukum acara pidana menganggap pembuktian sebagai ketentuan yang membatasi upaya sidang pengadilan dalam mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum semua terikat pada cara undang-undang menilai bukti. Dalam menilai pembuktian, setiap pihak tidak boleh memiliki kebebasan untuk bertindak dengan cara mereka sendiri. Penggunaan alat bukti tidak boleh berbenturan dengan kaidah yang ada.[footnoteRef:24] [24: Marfuatul Latifah, Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana?, Jurnal Negara Hukum, Vol. 12, No. 1, (2021), hlm. 111.] 

D. Tinjaun Umum Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah bangsa dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kepentingan umum. Lalulintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Resiko dalam berlalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kekuranghati-hatian.[footnoteRef:25] [25: Zainuddin Ali, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Terjadinya Gangguan Keamanan Lalu Lintas Di Jalan Raya, melalui www.humaniorahukum.blogspot.co.id, diakses pada Tanggal 17 Maret 2026, Pukul 21.00 Wib.] 

Kecelakaan diawali oleh terjadinya pelanggaran lalu lintas. Banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia menjadi permasalahan serius dalam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban di jalan raya. Secara umum dapat dikatakan pula bahwa suatu kasus kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kumulatif beberapa faktor penyebab, penyebab tersebut antara lain akibat kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan, faktor cuaca, faktor lingkungan jalan dan perubahan fisik pada struktur jalan (umur teknis).[footnoteRef:26] [26: Ibid. ] 

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Di satu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, di sisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penjelasan umum dijelaskan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang maupun diri sendiri. Menurut Zainuddin Ali:
Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan. Di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, di samping itu, kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.[footnoteRef:27] [27: Ibid. ] 


Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum bus kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Dalam praktek sering terjadi perdamaian antara yang dirugikan dan pembuat delik yang diketahui atau disaksikan oleh polisi. Hal tersebut tidak menghapuskan delik itu. Misalnya seorang pengemudi mobil menabrak seorang pejalan kaki sehingga mengakibatkan ia luka. Sekalipun polisi mendamaikan kedua orang yang bersangkutan, masih juga polisi berkewajiban meneruskan perkara itu ke pengadilan negeri untuk diselesaikan.[footnoteRef:28] Pasal 229 ayat (5) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menggolongkan kecelakaan menjadi kecelakaan ringan, sedang dan berat (meninggal dunia) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidakbaikan kendaraan, serta ketidakbaikan jalan dan/atau lingkungan. [28: Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, (2020), hlm. 12.] 
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